
MENTER! KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang 

NOMOR /PMK.03/2022 

TENTANG 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN 

LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa untuk perluasan basis pajak atas pengusaha kena

pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak

tertentu, perlu mengatur kembali ketentuan pengenaan

pajak pertambahan nilai atas penyerahan liquefied

petroleum gas tertentu;

b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor

220/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penghitungan dan

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan

Liquefied Petroleum Gas Tertentu belum dapat

menampung perkembangan kebutuhan pengaturan pajak

pertambahan nilai atas penyerahan liquefied petroleum gas

tertentu sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 16G huruf a dan huruf i Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Maret 2022 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal  

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BENNY RIYANTO 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR  

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

.\ 
1/ 

YAH4l 
i::��199703 1 001 

30 Maret 2022
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LAMPIRAN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR      62 /PMK.03/2022

TENTANG 

PAJAK PERTAMBAHAN NILA! ATAS PENYERAHAN 

LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU 

CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILA! TERUTANG ATAS 

PENYERAHAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU YANG BAGIAN 

HARGANYA TIDAK DISUBSIDI PADA TITIK SERAH BADAN USAHA, TITIK 

SERAH AGEN, ATAU TITIK SERAH PANGKALAN DAN PETUNJUK PENGISIAN 

KETERANGAN DALAM FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN LIQUEFIED 

PETROLEUM GASTERTENTU OLEH AGEN ATAU PANGKALAN YANG BAGIAN 

HARGANYA TIDAK DISUBSIDI 

A. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILA! TERUTANG ATAS

PENYERAHAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU YANG BAGIAN

HARGANYA TIDAK DISUBSIDI PADA TITIK SERAH BADAN USAHA

Pada tanggal 12 April 2022, PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha

yang mendapat penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan

penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu menyerahkan 15.000 (lima

belas ribu) tabung LPG Tertentu kepada PT ABC yang telah ditunjuk oleh PT

Pertamina (Persero) sebagai Agen. Harga Jual Eceran yang berlaku pada

tanggal penyerahan sebesar Rpl2.750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima

puluh rupiah) per tabung. Maka atas penyerahan tersebut terutang Pajak

Pertambahan Nilai dengan penghitungan sebagai berikut:

a. Dasar Pengenaan Pajak = 15.000x100/lllxRpl2.750,00 

= Rpl 72.297.297,29 

b. Pajak Pertambahan Nilai terutang = 11 % x Rpl 72.297.297,29

= RplS.952.702,00 

B. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILA! TERUTANG ATAS

PENYERAHAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU YANG BAGIAN

HARGANYA TIDAK DISUBSIDI PADA TITIK SERAH AGEN ATAU PANGKALAN
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